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TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORA.'A,

Meaimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaar:r ErnggEEan pendapatan dan
belanja pada Perangkat Daerah Tahun Arlggarar. 2026,
Bupati Tana Toraja selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah meLilnpa}lkan sebagian atau seluruh
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris
Daerah selaku koordirrator Pengelola Keuangan Daerah,
Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Perangkat
Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggarar/Pengguna
Barang Daerah;

b. bahwa berdasaJkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomal Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan Kekuasaan
Pengelolaall Keualgan Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah denga-n memperhatikan sistem pengendaliaan
internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan

menerima atau mengeluarkal uang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangai sebagaimana dimaksud

huruf a darr huruf b, perlu menetaPkan KePutusan BuPati
Tana Toraja tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaral
2026:

Mengitrgat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (I€mbaran Negsra Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintal.an Daerah {Irrarbaran Negara Republik Indonesia

!
L



2

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Ta.Lurr 2022 ter,tang Hubungan
Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan pemerintahan
Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah]un 2022
Nomor 4, Tambaharr l,embaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 147 Tabu-n 2024 tent.rng Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Irmbanan Negara
Republik Indonesia Tahutr] 2024 Nomor 333, Tambahal
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 7O84);

7. Peraturan Pemerintah Nomor,8 Tahun 2O06 tentalg Laporan
Keuangan daII Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor
46t4);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambatral Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peratur-an Menteri Da-larn Negeri Nomor 77 Taf:rllir 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuarrgan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Ler!.baralr Daeral Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10, Tambahai Lembaran DaeraI Kabupaten Tana
Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengal
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2022 terltaJlg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Ta-hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perarlgkat
Daerah (I,€mbaian Daerah Kabupaten Tarra Toraja Tahun
2022 Nomor 4l1,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Taia Toraja Nomor 2 Tahun
2022 tenlangPengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 "fallun h _//
2025 terrtaJrg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(
Tahun Anggaran 2026;

13, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 'fahun 2O2S I
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja I
Daerah Tahun Ang9aiar. 2026.



3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU : Bupati Tana Tora-ja sela-ku PeEegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuargan Daerah Melimpahkan Kekuasaan pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Tarra Toraja Tahun Anggaran 2026
kepada :

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Koordinator
Pengelolaar Keuangan Daerah;

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan datr Pendapatar:r Daerah
Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengeloa Keuangan
Daerah;

c. Kepala Perangkat Daeral selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Baralg sebagaimana tercantum dalam
lampAan Keputusan Bupati ini dan merupakal bagian ya]rlg
tidal terpisahkan.

KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas :

a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. Korrdinasi di bidang penyusunan rancanga! APBD,

rancangan perubahan APBD dan rancangan
pertanggungjawabai pelaksanaan APBD;

c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. Memberikan persetqjuan pengesahan DPA-SKPD;
e. Koordinasi pelaksanaar tugas lainnya di bidang pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangal; dan

f. Memimpin TAPD.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuargan dar Pendapatar Daerah
Kabupaten Tana Torqja selaku Pejabat Pengelola Keualgan
Dae rah sebagaimana dima_ksud dalam Dil<nrm KESATU
mempunyai rugas :

a. menlrusun dan melal(sanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan ;

b. men]rusun ranc.rng€rn Perda tentang APBD Rancangan Perda
tentarg APBD, rancangar Perda tentang perubalan APBD
darl Rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaa! APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam perda;

d. mela-ksanakan fungsi Benda.l.ara Umum Daerah (BUD); dan
e. melaksarakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuart

peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Baralg se
tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menjrusun RKA-Perangkat Daerah;
b. meny'usun DPA-Perargkat Daerah;
c. mela.kukaa tindakan yang Eengakibatkan pengeluarar atas

beban Anggaran Belanja dal/atau pengeluaran pembiayaan;
t
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d, melaksanakar Anggalar Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dal memerintahkan
pembayaran;

f, melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g, mengadakan ikatan/perjanjiar Kedasama denga' pihal lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangarri SPM;

i. mengelola utang dan piutarg Daerah yang menjadi
tanggungiawab Perargkat Daerah yang dipimpinnya;

j. mengelola baralg milik daerah/kekayaan daerah yang

menjadi tanggungjawab Perangkat Daera-h yang di
pimpinnYa;

k, menlausun dan menyampaikan Laporarr Keuangan Perangkat
Daera-h yang dipimpinnYa;

l. mengawasi pelaksanakal anggaran Perangkat Daerah yang

di pimpinnya;
m. menetapkan PPTK dan PPK-Perangkat Daerah;

n. menetapkan Pejabat Lainnya dalam Perangkat Daerah yang

di pimpinnya daLan rangka pengeloLaan Keuangan daerah;

dan
o. melaksana-IGn tugas lainnya sesuai dengal ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung kepada Bupati Tana Toraja

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
bertanggungiawab atas pelaksalaan tugas dalr wewenangnya

kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Selcretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangarr

Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang pada Sekrctariat Daerah.

KEDEL,APAN : Kepala Perartgkat Daerah Pengelola Keuangal Daerah selain
berfungsi sebagai PPKD dan BUD juga berfirngsi sebagai
pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Baraig pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KESEMBII,AN: Sektetaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam
melaksanalan tugas selaku p€jabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing

berwenang :

a. mengangkat Pejabat Penatausahaaa Keuangan selakY\
Pejabat yang mempunyai tugas untuk menelitig I

kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, melakukan
Verifikasi Surat Perintalr Pembayaran , menyiapkan Surat
Perintah Membayar, mela-kukan veriltkasi atas
penerimaan, melaksanaan Akuntaasi Perangkat Daerah
dan menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;

t,



5

KESEPULUH :

KESEBEI,AS :

KEDUABEI,AS :

Il. mengangkat Pejabat PelaksSna Tekflis Kcgiatrin seld-Lii
pejabat yang mempunyai tugas mencakup :

mengendalikan pelal<sarraan kegiatan, melaporkan
perkembanga! pela-ksaraan kegiatan dan menyiapkan
dokumen .rnggaran atas beban pengeluaran pelaksa:raan
kegiatan.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Ba-rang dapat
mengusulka:r Kuasa Pengguna AnggaJan/Barang Kepada
Bupati Tana Torqia untuk menangani program kegiatan
tertentu dalam satu keda yang bersangkutan dan kuasa
pengguna Anggaran/Barang bertanggundawab kepada
pengguna Anggaral/Pengguna barang.

Segala biaya yang timbul sehubungan denga:n ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dart Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2026.

Ditetapkan di Maka-le
tanggal 31 0@XtPb<r utq

TANA RAJA, r

ZADRAK TOY"
Tembusan disa.Bpaikan kepada Yth
1. Gubernur Sulawesi Selatan:
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tara Toraja.



NO. JABATAN POKOK JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2 3

34 CAMAT I,4ENGKENDEK Peiabat Pongguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mengkendek

CAMAT GANDANGBATU SILLANAN Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Gandahgbafu Sillanan

36 CAMAT REMBON Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rembon

CA[/AT SALUPUTTI Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Bahng pada Kecamatan Saluputti

CAMAT RANTETAYO Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rantetayo

39 CAIV]AT KURRA P6jabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kura

40 CAMAT MALIMBONG SALEPE' Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Malimbong Balepe'

41 CAMAT BITTUANG Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bittuang

42 CAMAT BONGGAKARADENG Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang pada Kecamalan Bonggakaradeng

CAI\.4AT RANO Pejabat Pengguna AngoaradPengguna Barang pada Kecamatan Rano

44 CAMAT T.4ASANOA Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Masanda

45 CAMAT SIMBUANG Peiabat Pengguna Anggaaan/Pengguna Baraig pada Kecamatan Simbuang

46 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mappak
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JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHJABATAN POKOKNO.
3

Pejabat Pengguna AnggaradPenggufla Barag pada Satuan Polisi Pamong Praia, Pemadam

Kebakaaan dan Penyslamatan
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN21

Pejabat Pengguna AnggaradPengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Pen€litian

dan Pongembangan Daerah
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH22

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah
KEPALA BADAN PENG

PENDAPATAN OAERAH

KEUANGAN DANELOLAAN
23

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Bakng pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya ManuslaTEPILN ANOEN TEPCGAWAIAN OAN

SUMBER DAYA MANAUSIA

PENGEI\,IBANGAN
24

Pejabat Pengguna AnggaradPengguna BaGng pada Badan Penanggulan Bencana Daerah
KEPATA BAOAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

25
Peiabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Petlindungan

Masyarakat
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

POLIlIK DAN

Pejabal Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM OAERAH LAKIPADADA27

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamalan Makale
CAI\4AT I\4AKALE

Peiabat Pengguna AnggaErrPengguna Barang pada Kecamatan Makale Utara
CAMAT MAKALE UTARA29

Pejabat Pengguna AnggaEdPengguna Barang pada Kecamatan lllakale Selatan
CAMAT MAKALE SELATAN30

Pejabat Pengguna AnggaradP€ngguna Bardlg pada Kecamatan Sangalla
CAMAT SANGALIA31

Pejabat Pengguna AnggaBn/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla lJtara
CAMAT SANGALLA UTARA

Pelabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamalan Sangalla Selatan
CAMAT SANGALTA SEI.ATAN33

26
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JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO. JABA'IIAN POKOK

2

Pejabat Pengguna AnggaEn/Pengguna Barang pada Oinas Pemberdayaan lvasyarakat Dan Lembang
KEPALA DINAS PEI\,IBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEM

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan

Perikanan
KEPALA DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN DAN

PERIKANAN
11

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
KEPALA DINAS PEKERJAAII UMUI\4 DAN TATA RUANG12

Pejabat Pengguna AnggaradPengguna Barang pada Dinas Pariwisata' Kepemudaan dan oldlraga
13

KEPALA DINAS PAR|wlSATA, KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

una Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigtasiPejabat PenggKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSI\4IGRASI14

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Ba.ang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelua(ga
KEPALA DINAS PEI\4BERDAYAAN PEREI\,IPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUOUK DAN
KELUARGA

15

Pejabat Pengguna AnggaEn/Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi, lnformatika dan PersandianKEPALA DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN

'17

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman
Pejabat Pengguna Angga ran/Pengguna Barang PadaKEPALA DINAS PERUI'AHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN18

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Ivlodal,. Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu19
KEPALA DINAS PENANAI\,IAN MODAL. DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINIU

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Baraflg pada Dinas Lingkungan Hidup
20 KEPALA DINAS LINGKUNGAI.I HIDUP
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[-AMPRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NoMoR : 1q..0(lllTAHUN 2025

TANGGAI: 31 Desemberzo2s

TENTAN(: PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH SEI"AKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO. JN BAII,AN POKOK JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2 3

1 SEKRE-TARIS DAERAH Pejabat Pengguna Angoarar/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah

2 SEKRETARIS DPRD Pejabat Pengguna Anggarar/Pengguna Barang pada Sgkretariat DPRD

3 INSPEKTUR DAERAH Pejabat Pengguna Anggamn/Penggunq Barang pada lnspelorat Daerah

4 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pejabal Pengguna AnggaradPengguna Barang pada Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan

5 KEPALA DINAS KESEHATAN Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Oinas Kesehatan

6
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN ]\4ENENGA]d,
PERDAOANGAN DAN F'ERINDUSTRIAN

Pejabat Pengguna Angga.anlPengguna Barang pada Dinas Koperasi, lJsaha Kecil Dan Menengah,
Perdagangan Dan Pe ndustrian

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAI.I PENCATATAN SIPIL Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Baralg pada Dinas Perhubungan

KEPALA DINAS SOSIAL Pejabat PenggunaAnggamn/Pengguna Barang pada Dinas Sosial I
7 ti
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